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Samarinda Seberang Bangkit 2016

BAB  I
PENDAHULUAN

1.1. Latar  Belakang
Seperti diketahui kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menganut azas otonomi daerah dan tugas perbantuan serta diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah.  Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari  4 (empat)  tahapan yakni :

1. Penyusunan rencana;

2. Penetapan rencana;

3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Selanjutnya penjabaran dalam dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah serta program-program yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan kementerian/lembaga.  Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui bilamana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Sedangkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan.

Begitupun dengan Rencana  Strategis  Kecamatan  Samarinda Seberang Tahun 2016 – 2021 merupakan kebutuhan untuk mengatasi persoalan yang akan dihadapi pada kurun waktu 5 ( tahun) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.  Perencanaan Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi dimasa depan serta menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Kecamatan Samarinda Seberang melalui prinsip “Clean and Good Goverment.”, sehingga upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa  akan  dapat  terwujud.
1.2. Landasan  Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang  Tahun 2016 -2021 adalah :

1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 – 2034;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2005 - 2025; 
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; dan
14. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 130-05/199/HK-KS/IV/2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
1.3. Maksud  dan  Tujuan
1.3.1. Maksud 
Penyusunan  Rencana  Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan  untuk  memberikan arah sekaligus acuan bagi perangkat kecamatan dan seluruh pemangku dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan akan berjalan lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan. 

1.3.2. Tujuan 
Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menetapkan visi, misi Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan kecamatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan Kota Samarinda.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Samarinda Seberang.

4. Menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Samarinda Seberang..

5. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi  pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Samarinda Seberang.

1.4. Sistematika
Penyajian  Rencana  Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021  Kecamatan  Samarinda Seberang terdiri atas 7 (tujuh) bab yaitu :

BAB  I. 
PENDAHULUAN 
Berisi  tentang  Latar Belakang; Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berisi  tentang Struktur Organisasi, Gambaran Tugas dan Fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD;
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI       

Berisi    tentang Identifikasi  Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016 – 2021 serta Penentuan Isu Strategis;
BAB  IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Berisi tentang Visi dan Misi SKPD Kecamatan Samarinda Seberang; Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan SKPD;
BAB  V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK  SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan dalam lima tahun mendatang;
BAB  VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

Membahas indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
BAB VII.
PENUTUP

Gambar dibawah ini menjelaskan keterkaitan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dengan Renstra  Pemerintah Kota Samarinda :
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